KERANGRA LOGIS REGIATAN

TANUN 2026

Peranghat Daerah DINAS PUMITRDAY AAN MASYARARAT DAN DENA

RANUPATEN TUMANUGLING

Mamn heguatan Administrast Keunngan dan Pemngkat Daerah

Suby Kepiatan Penyedisan Cagl dan Tunjongan ASN

Pagu Kepintan CRp. 2R TTLAOIE,-

J
1. LATAR BELAKANG

I"rl

Berdasurkan  Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2004 lerang sistem
Perencannan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor | Tahun 2004 tentang
Perbendaharman Negara, dimana Pemerintoh Duerah wajib menyusun Rencani
Pembungunan Jangkn Pagjung Duerah . {RPIPD) dan Rencang Pembangunan
Jangka Menenngah Doerah (RPIMLY), sedanghan Perangkat Doerah diwajibkan
menyusun Rencana Kerja Perangkat Duersh schagaimana lercantuim dalam
Peraturan Dacmh Kubupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 201 | tentang Sistem
Perencanagn  Pembangunan  Duerah, serta  secarn operasional perencanaan
pembangunan’ daemh akan dituangkan kedallam Kerangka Acuan Kerja (KAK)
untuk memperlancar setinp pelaksanaan tugas yang ada, maka dari itu perlu
dilakukan kegintan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah guna memenuhi
penyedinan gaji dan tunjangan ASN baik PNS mau pun PPPK hal ini merujuk
pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
menyebutkan  bahwa PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas,
Sementara itu, PPPK juga berhak atas gaji dan tunjangan yang dibayarkan oleh
pemerintah sesuni peraturan perundang-undangan.

MAKSUD DAN TUJUAN
Memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai ASN Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung tahun 2026.

OUTPUT/KELUARAN |
Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (29 orang)

OUTCOME ,
Tersedianya Administrasi keuangan Perangkat Duerah berupa penyedinan gaji

dan tunjangan ASN. f r,



Y. SASARAN
Pegawai ASN Dinas Pemberdayann Masyarakot dan Desa K nbupaten

Temanpgung

VL.  LOKASI
Kabupaten Temanggung

VIL  TIM/PANITIA

5

VIIL TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

I, Penyusunan rencana kegiatan G
2. Pelaksanaan kegintan pembayoran giji don tunjangan pegawai ASN
dilaksanakan setiap bulan dimuali bulan Januari 8/ Desember 2038,

IX. PIHAK YANG TERLIBAT
|. BPKPAD Kabupalen Temanggung

2. BPD Jawa Tengah
3. Pegawai Dinas Pemberdaynan Masyarakat den Desa Kabupaten Temanggung.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjungan ASN Tahun 2026

berasal dari sumber dana DAL Kabupaten Temanggung sebesar Rp.
2,895.771,018 - (Dua milyard delapan ratus Sembilan puluh lima juta tujuh ratus

tujuh puluh ribu delapan belas rupiah) digunakan untuk:

Kode Rekening Uraian Jumlah
5 BELANJA DAERAH Rp. 2.895.771.018,00
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 2.895.771.018,00
5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 2.895.771.018,00
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 1.682.997.018,00
5.1.01.01.001 Belanja Gaji Pokok ASN Rp. 1.205.295.171,00
5.1.01.01.001.00001 | Belanja gaji Pokok ASN Rp. 1.205.295.171,00
51.01.01.002 Belanja Tnjnn;;nn Keluarga ASN Rp. 98.217.765,00
5.1.01.01.002,00001 | Belanja Tunjnnga..n Keluarga PHE Rp. 98.217.765,00 |

i, e | P ,l




XL. HAL-HAL LAIN

NIP. -l!l

199608 2 004




KERANGKA LOGIS KEGIATAN

TAHUN 2026

Perangkat Daersh - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan - Administerasi Umum Perangkat Dacrah
Sub Kegiatan - Penvediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pagu Kegiatan : Rp. 4.000.000,-

-

L

v.

LATAR BELAKANG
Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negars, dimana Pemerintzh Daerah wajib menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan
Jangka Menenngah Dacrah (RPJMD), sedangkan Perangkat Duerah diwajibkan
menyusun Rencana Kega Perangkat Daerah sehagaimana tercantum dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunen Daerah, serfa secam operasional  perencanaan
pembangunan daerah akan dituangkan kedalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)
untuk memperlancar setiap pelaksanaan fugas yang ada, maka dar itu perlu
dilakukan kegiatan administerasi umum perangkat daerah guna memenuhi
penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

MAKSUD DAN TUJUAN
Menyediakan kebutuhan kompanen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor seperti lampu, kabel, saklar dan lain-lain.

OUTPUT/KELUARAN
Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang

disediakan (1 Paket).

OUTCOME
Tersedianya administrasi umum perangkat daerah beru

listrik/pencrangan bangunan kantor.

pa komponen instalasi

SASARAN

Bangunan
Temanggung

kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten




VL

VIL

VIIL

LOKASI

Kabupaten Temanggung

TIM/PANITIA

TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

l. Penyusunan rencana kegiatan

2. Pelaksanaan kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor dimulai bulan Januan s/d Desember 2026.

PIHAK YANG TERLIBAT
Penyedia barang (toko),

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran sub kegiatan penyediaan® komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten
Temanggung sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) digunakan untuk;

1

Kode Rekening Uraian Jumlah
5 BELANJA DAERAH Rp. 4.000,000,00
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 4.000,000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.000.000,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 4.000.000,00
5.1.02,01,001 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 4.000.000,00
5.1,02.01.001.00001 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Rp. 4.000.000,00

Kantor-Alat Listrik

Jumliah

Rp. 4.000.000,00




XL  HAL-HAL LAIN




-

KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2026

Perangkat Dacrah  : DINAS PEMBERDA Y AAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN TEMANGGUNG

Nama Kegiatan - Administerasi Umum Perangkat Dacrah

Sub Kegiatan - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pagu Kegiatan : Rp. 20.000.000 -

e ——— —_—

L

LATAR BELAKANG :

Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, dimana Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan
Jangka Menenngah Daerah (RPIMD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan
menyusun Rencana Kerja Perangkat Daecrah sebagaimana tercantum dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah, serta secara operasional perencanaan
pembangunan dacrah akan dituangkan kedalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)
untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka dari itu perlu
dilakukan kegiatan Administerasi Umum Perangkat Daerah guna memenuhi
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor,

MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan kebutuhan peralatan dan petlengkapan kantor seperti laptop atau
pc kantor,

OUTPUT/KELUARAN
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

OUTCOME

Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah berupa peralatan dan
perlengkapan kantor, '

SASARAN

Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan karyawan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kahupaten Temanggung
[ ] -I



VI

VIIL

LOKASI
Kabupaten Temanggung

TIM/PANITIA

TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

. Penyusunan rencana kegatan

F

bulan Januari s/d Desember 2026.

PIHAK YANG TERLIBAT
Penyedia barang (toke).

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

2. Pelaksanaan kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pada

Anggaran sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor tahun
2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp.
20.000.000.- (Dua puluh juta Rupiah) digunakan untuk:

Kode Rekening Uraian Jumlah

5 BELANJA DAERAH Rp. 20.000.000,00
52 BELANJA MODAL Rp. 20.000.000,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 20.000.000,00
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp. 20.000.000,00
5.2.02.10.001 Belanja Modal Komputer Unit Rp. 20,000.000,00
52021 ? 001.00002 :::!j"ja_ :;:tiﬂ;:!:i:“ untuk Kegiatan Rp. 20.000,000.00

Jumlah Rp. 20.000.000,00




XI.  HAL-HAL LAIN




KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2026

Perangkat Daerah . DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan - Administerasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Pagu Kegatan : Rp. 24.000.000,-
e ———————————————————————
L LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Megara, dimana Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan
Jangka Menenngah Daerah (RPIMD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan
menyusun Rencana Kena Perangkat Daerah sebagaimana fercanfum dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah, serta secara operasional perencanaan
pembangunan daerah akan dituangkan kedalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)
untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka dari itu perlu
dilakukan kegiatan Administerasi Umum Perangkat Daerah guna memenuhi
penyediaan bahan logistik kantor,

MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan kebutuhan bahan logistic kantor seperti alat tulis kantor, perabot
kantor, dan lain-lain.

OUTPUT/KELUARAN
Jumnlah Paketl Bahan Logstik Kantor yang Disediakan

OUTCOME

Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah berupa penyediaan bahan
logistik kantor, g

SASARAN
Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung

LOKASI ¢
Kabupaten Temanggung



VIL

VIIL

TIM/PANITIA

TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

|. Penyusunan rencana kegiatan _ | | |
2. Pelaksanaan kepgiatan penyediaan bahan logistik kantor dimula bulan Januari

s/d Desember 2026.

PIHAK YANG TERLIBAT
Penyedia barang (toko).

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran sub kegiatan penyvediaan bahan logistik kantor tahun 2026 berasal
dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua
puluh empal jula Rupiah) digunakan untuk:

Lainnya

—
Kode Rekening Uraian Jumiah

5 BELANJA DAERAH Rp. 24.000.000,00

5,1 BELANJA OPERASI| Rp. 24.000.000,00

5.1.02 Eslanfa Barang dan Jasa Rp. 24.000,000,00

5.1.02.1 Eeclanja Barang Rp. 24.000.000,00

5.1.02.01.001 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 24.000.000,00

5.1.02.01.001.00008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Rp. 245.000,00
Belanja Alat/Bahan uniuk Kagiatan

5.1.02.01.001.00024 | o ot Tulis Kantor Rp. 6.433.000,00
Belanja Alat/Bahan uniuk Kegiatan

5.1.02.01.001.00025 | L2 arias dan it Rp. 3.446.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan

O O 0028 | o Cahan Ko Rp. 4.446.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan

5.1.02.01.001.00030 | celthie hlatiBahan untuk Kegi Rp. 5.617.000,00
Belanja Alat/Bahan uniuk Kegiatan

9.1.02.01.001.00036 | Kantor-Alat/Bahan uniuk Hegiatan Kamor Rp. 3.813.000,00

Jumilah

Rp. Z4.000.000,00




XI.  HAL-HAL LAIN




KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2026

: T DAN DESA
Perangkat Daerah - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKA

KABUPATEN TEMANGG LING
Nama Kegiatan . Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan - Fasilitasi Kunjungan Tamu
Pagu Kegiatan - Rp. 30.000.000.-

j

L

1L

LATAR BELAKANG -

Berdasarkan  Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2004 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
fentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, dimana Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPIPD) dan Rencina an_hangunaﬂ
Jangka Menenngah Daerah (RPIMD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan
menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum qalam
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sislem
Perencanaan Pembangunan Daerah, serta secara operasional perencanaan
pembangunan dacrah akan dituangkan kedalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)
untuk memperlancar sctiap pelaksanaan tugas yang ada, maka dar it perlu
dilakukan kegiatan administrasi umum perangkat daerah guna memenubhi fasilitasi
kKunjungan tamu.

MAKSUD DAN TUJUAN
Menyediakan kebutuhan kunjungan tamu berupa jamuan tamu, makan dan
minum rapat, dan bahan pakai habis lain-lain.

OUTPUT/KELUARAN
Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu.

OUTCOME

Tersedianya administrasi umum perangkat daerah berupa fasilitasi kunjungan
tamu. 4

SASARAN
Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

LOKASI :
Kabupaten Temanggung



VIL

VIIL

IX,

FIM/PANITIA

TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

I. Penyusunan rencana kegialan
2. Pelaksanaan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada bulan

Januan s/d Desember 2026.

PIHAK YANG TERLIBAT
Penyedia barang (toko).

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran sub kegiatan penyediaan fasilitasi kunjungan tamu tahun 2026
berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 30,000,000 -
(Tiga puluh jula Rupiah) digunakan untuk:

Kode Rekening Uraian Jumlah
5 BELANJA DAERAH Rp. 30.000,000,00
=1 BELANJA OPERASI Rp. 30.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Ep. 30.000.000,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 30.000.000,00
e
5.1.02.01.001 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 30.000.000,00
5.1.02.01.001.00010 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Rp. 1.050.000,00
3.1.02.01.001.00012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp. 8.070.000,00
5.1.02.01.001.00052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 15.800.000,00
5.1.02.01.001.00053 | Befanja Makanan dan Minuman Jamuan Rp. 5.080.000,00

Tamu

Jumlah :

Rp. 30.000.000,00




XL HAL-IIAL LAIN

: gw:ug[],png 30 Juli 2025



KERANGKA LOGIS KEGIATAN

TAHUN 2026

Perangkat Daerah - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

EABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan - Administerasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Pagu Kegiatan - Rp. 12.000.000,-

*——__

L

VL

LATAR BELAKANG |
Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, dimana Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPIPD) dan Rencana Pembangunan
Jangka Menenngah Dacrah (RPIMD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan
menyusun Rencana Kega Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah, serta secara operasional perencanaan
pembangunan daerah akan dituangkan kedalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)
untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka dari itu perlu
dilakukan kegiatan Administerasi Umum Perangkat Dacrah guna memenuhi
penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

MAKSUD DAN TUJUAN
Menyediakan kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan contohya fotocopy

dan lain-lain.

OUTPUT/KELUARAN
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (1 Paket)

OUTCOME
Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah berupa penyediaan barang
cetakan dan penggandaan.

SASARAN
Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

LOKASI
Kabupaten Temanggung



VIIL

TIM/PANITIA

TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

l. Penyusunan rencana kegiatan
2. Pelaksanaan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dimulai

bulan Januari s/d Desember 2026,

PIHAK YANG TERLIBAT
Penyedia barang (toko).

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tahun
2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp.

12.000.000,- (Dua belas jula Rupiah) digunakan untuk:

Kode Rekening Uralan Jumlah
3 BELAMNJA DAERAH Rp. 12.000.000,00
5,1 BELANJA OPERASI Rp. 12.000.000,00
8.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 12.000.000,00
5.1.02.01 Balanja Barang Rp. 12.000.000,00
5.1.02.01.001 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 12.000.000,00

5.1.02.01.001.00024

Belanja Bahan-Bahan/Bibil Tanaman

Rp. 12.000.000,00

Jumiah

Rp. 12.000.000,00

HAL-HAL LAIN

Temanggung, 30 Juli 2025




KERANGKA LOGIS KEGIATAN

TAHUN 2026

Perangkat Daerah - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan - Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pagu Kegiatan : Rp. 70.000.000,-

#

L

ML

LATAR BELAKANG

Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Masional, Undang-undang Momor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, dimana Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan
Jangka Menenngah Daerah (RPIMD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan
menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah, serta secara operasional perencanaan
pembangunan dacrah akan dituangkan kedalam Kerangka Acuan Kega (KAK)
untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka dan itu perlu
dilakukan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah guna memenuhi
penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

MAKSUD DAN TUJUAN
Menyediakan kebutuhan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi
SKPD dalam hal ini perjalanan dinas luar daerah.

OUTPUT/KELUARAN
Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (12
Laporan).

OUTCOME
Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah berupa penyelenggaraan
rapal koordinasi dan konsuliasi SKPD.

SASARAN
Pegawai ASN dan Non ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Temanggung.



VL

LOKASI
Kabupaten Temanggung

TIM/PANITIA

TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1. Penyusunan rencana kegiatan
2. Pelaksanaan kegiatan pembayaran perjalanan dinas (SPPD) luar daerah

dimulai bulan Januar s/d Desember 2026.

PIHAK YANG TERLIBAT

1. Penyedia jasa perjalanan

2. Instansi daerah lain/provinsy/pusat.
3. Penyedia jasa tempat kegiatan

4, Penyedia jasa lain

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi
SKPD Tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung
sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh pulub juta rupiah) digunakan untuk:

Kode Rekening Uraian Jumlah
| 5 BELANJA DAERAH Ryp. 70.000.000,00
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 70.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 70.000.000,00
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 70.000.000,00
5.1.02.04.001 Relanja Perjalanan Tinas Dalam Negeri Rp. 70.000.000,00
5.1.02.04.001.00001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 70.000.000,00
Jumlah : Rp. 70.000,000,00 j




XL HAL-HAL LAIN




‘

KERANGEKA LOGIS KEGIATAN

TAHUN 2026

Perangkat Dacrah . DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN TEMANGGUNG
MNama Kegiatan - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu Kegiatan ' Rp. 2.000.000,-

#

L

1.

1L

V.

VI

LATAR BELAKANG )

Berdasarkan  Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2004 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Masional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Megara, dimana Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daersh (RPJPD) dan Rencana Pembangunan
Jangka Menenngah Daerah (RPJMD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan
menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem
Perencansan Pembangunan Daerah, serta secara operasional perencanaan
pembangunan daerah akan dituangkan kedalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)
untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka dan itu perlu
dilakukan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemeriniah daerah puna
memenuhi penyediaan jasa surat menyurat,

MAKSUD DAN TUJUAN
Menyediakan kebutuhan jasa surat menyurat seperti materai atau jasa kirim.

OUTPUT/KELUARAN
Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (2 laporan).

OUTCOME

Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah berupa jasa surat
menyurat,

SASARAN

Pegawai ASN dan Non ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Temanggung.

LOKASI
Kabupaten Temanggung



VIL  TIM/PANITIA

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
1. Penyusunan rencana kegiatan
2. Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dimulai bulan Januari
s/d Desember 2026.

IX. PIHAK YANG TERLIBAT
Penyedia benda pos dan jasa kirim (Kantor Pos)

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat tahun 2026 berasal
dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 2.000.000- (Dua
Jula Rupiah) digunakan uniuk:

Kode Rekening Uraian Jumlah

5 BELANJA DAERAH Rp. 2.000.000,00

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 2.000.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.000.000,00
'—S.i.ﬂlﬂl Belanja Barang Rp. LI]{IILI]'I}D,{FI]_.

5.1.02.01.001 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 2.000.000,00

5.1.02.01.001.00027 m*ﬁm“ untuk Kegiatan Kantor- | o 5 000.000,00
Jumlah ; Rp. 2.000.000,00

XL. HAL-HAL LAIN




KERANGRA LOGIS REGIATAN
TAHUN 2026

Perangkat Daerah  : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dava Air dan Listrik
Pagu Kegiatan : Rp. 20.176.116,-

-_-_-_—____

VI

LATAR BELAKANG

Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Momor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Dacrah, dan Undang-undang Nomor | Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, dimana Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan
Jangka Menenngah Daerah (RPIMD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan
menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah, serta secara operasional perencanaan
pembangunan dacrah akan dituangkan kedalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)
untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka dar itu perlu
dilakukan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah guna
memenuhi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,

MAKSUD DAN TUJUAN
Menyediakan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air. dan listrik.

OUTPUT/KELUARAN
Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang
disediakan (12 laporan),

OUTCOME

Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah berupa jasa
komunikasi, sumber daya air, dan listrik.

SASARAN
Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

LOKASI
Kabupaten Temanggung



VIL

VIIL

TIM/PANITIA

TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

I. Penyusunan rencana kegiatan _

2. Pelaksanaan kegialan penyedisan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
pada bulan Januari s/d Desember 2026,

PIHAK YANG TERLIBAT
. PLN
2. Telkom
3. PDAM
4. Bank Jateng
RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran sub kepiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan
listrik tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar
Rp. 20.176.116,- (Dua puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus enam
belas rupiah) digunakan untuk:

Kode Rekening Uraian Jumlah
5 BELANJA DAERAH Rp. 20.176.116,00
5.1 BELANJA OPERAS] Hp. 20.176.116,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 20.176.116,00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 20.176.116,00
5.1.02.02.001 Belanja Jasa Kantor Rp. 20.176.116,00
3.1.02.02.001.00059 | Belanja Tagihan Telepon Rp. 4.980.000,00
2.1.02.02.001.00060 | Belanja Tagihan Air Rp. 3.800.000,00

Jumlah :

5.1.02.02.001.00061 | Belanja Tagihan Listrik Rp. 10.920.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/ TV

5.1.02.02.001.00063 Berlan Rp. 476.116,00

Rp. 20.176.116,00




AL HAL-HAL LAIN
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KERANGEA LOGIS KEGIATAN

TAHUN 2026

Perangkat Daerah ~ : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN TEMANGGUNG

Nama Kegialan - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan - Penvediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pagu Kegiatan : Rp. 10,000,000,

#

L

IL

IIL

Iv.

v"

LATAR BELAKANG

Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor | Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, dimana Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan
Jangka Menenngah Daerah (RPIMD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan
menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah, serta secara operasional perencanaan
pembangunan daerah akan dituangkan kedalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)
untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka dari itu perlu
dilakukan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemeriniah daerah guna
memenuhi penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

MAKSUD DAN TUJUAN
Menyediakan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

OUTPUT/KELUARAN
Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang
disediakan (12 laporan).

OUTCOME
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah berupa jasa peralatan
dan perlengkapan kantor.

SASARAN
Peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Temanggung.



Vi

VIL,

VIIL.

IX.

LAMKAKI

Kabupaten Tempngiing

TIM/IPANITIA

TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

I Penyusunan renca

1 kegiaian

2. Pelaksanaan kegintan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
dimulai bulan Januan s/d Desember 2026,

PIHAK YANG TERLIBAT

Penyedia jusy serv

RINCIAN RENCAN

i pernlatan dan perlengkapan kantor (toko ).

A PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tuhun 2026 berusal dari sumber dang DAL Kabupalen Temanggung sebesar Rp.

10,000,000, (Sepulub

juts rupiah) digunakan untuk:

[ Kode Rekening Uralan Sumsinh
5 BELANJA DAERAH Rp. 10.000,000,00
51 BELANJA OPERASI Rp. 10.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 10,000.000,00
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 10,000.000,00
£.1.02.03.002 g Helanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 10.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alst Kantor dan R
5.1.02.03.002.00118 | umah
8 | s Al Rt Tacaoonit o Rp. 1.400,000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah
5.1.02.03.002.00121 Tangga-Alal Rumah T, Alat Pending Rp. 1.240.000,00
Belanja Pemeliharaan
1.02.03,002, ler-
SLTA00020003 | Voo Peewonid cmmw e Rp. 6.330,000,00
5.1.02.03.002.00400 Hclapj.u Pemeliharaan Komputer-Peralatan
Kmq:uur—-fﬂl_lfu_n Personal Computer Rp. 1.030.000,00
Jumlah : Rp. 10.000.000,00




XI. HAL-HAL LAIN




KERANGKA LOGIS KEGIATAN

TAHUN 2026

Perangkat Daerah - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN TEMANGGUNG

Nama Kegiatan - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Dacrah

Sub Kegiatan . Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pagu Kegiatan . Rp. 206.643.168 -

I.n

LATAR BELAKANG _
Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, dimana Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan
Jangka Menenngah Daerah (RPIMD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan
menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah, serta secara operasional perencanaan
pembangunan daerah akan dituangkan kedalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)
untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka dari itu perlu
dilakukan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah dacrah guna
memenuhi penyediaan jasa pelavanan umum kantor,

MAKSUD DAN TUJUAN
Menyediakan kebutuhan jasa pelayanan umum kantor.

OUTPUT/KELUARAN
Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (12
laporan).

OUTCOME

Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa jasa
peralatan dan perlengkapan kantor.

SASARAN

Pegawai ASN dan Non ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Temanggung,

LOKASI



VIL TIM/PANITIA

VIIIL. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
I. Penyusunan rencana kegatan
2. Pelaksanaan kegialan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dimulai bulan
Januari s/d Desember 2026.

IX. PIHAK YANG TERLIBAT
1. Pepawai ASN dan Non ASN
2. Penyedia Jasa/Toko
3. BPIS
4. Instansi luar yang berkepentingan

X RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Angparan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun
2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp.
206.643.168,- (Dua ratus enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus enam
puluh delapan rupiah) digunakan untuk:

Kode Rekening Uraian Jurmilah
5 BELANJA DAERAH Rp. 206.643.168,00
- 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 206.643, 168,00
£.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 206.643.168,00
5.1.02.02 Balanja Jasa Rp. 195.543.168,00
I_E'.Lﬂlﬂlﬂﬂf Belanja Jasa Kantor Rp. 184.527.000,00
5.1.02.02.001,00011 E%ﬁﬁ;ﬁﬁ:ﬂﬁm PGt Rp. 400.000,00
5.1.0202.001.00016 | £elana Jasa Tenaga Penangandn Rp. 2.912.000,00
Rp. HWWU;

5.1.02.02.001.00026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi

5.1.02.062,001,00030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 43.200.000,00

5.1.02.02.001.00031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp. 66.600.000,00

—

Rp. 21.600.000,0d

L 4
5.1.02.02.001,00033 | Belania Jasa Tenaga Supir




§.1.02.02.001.00051 |

Belania Jasa Pengolshan Samoah Rp 860 000 X
5.1.02.02 001.00071 i Beiarya Lembur Bp 225000 20
| il
| 5.1.02.02002  Belanja luran Jaminan/Asuransi Rp. 11.015. 162 00
|11.mmm:.mimwmmw Rp. 9356 976,00
|
| 5.1.02.02.002.00005 | Beania uran Jaminen Kecaiskaan Ro 74141200
. | Kera bagi Non ASN _
I ] i
5.1.02.02.002 00007 | mummmmm l Rp. 817.773.00
5.1.02.04 Beianja Perjalanan Dinas Rp. 11.100.000.00
5.1.02.04.001 N LI e | Rp. 11.100.000,00

5.1.02.04.001.00003

Betania Peratanan Dinas Dalam Kota

Rp. 11.100 000,00

Jumiah :

Rp. 206.643.163,00

X1L. HAL-HALLAIN
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KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2026

Perangkat Daerah . DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN TEMANGGLUNG

Mama Kegiatan . Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah _

Sub Kegiatan - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pagu Kegiatan ' Rp. 80.000.000,-

1.

IL

111

#

LATAR BELAKANG .
Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Megara, dimana Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan
Jangka Menenngah Daerah (RPJMD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan
menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam
Peraturan Dacrah Kabupaten Temanggung Momor 13 Tahun 2011 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah, serta secara operasional perencanaan
pembangunan daerah akan dituangkan kedalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)
untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka dar itu perlu
dilakukan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah guna memenuhi Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,

MAKSUD DAN TUJUAN
Menyediakan kebutuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

OUTPUT/KELUARAN

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelibara dan
dibayarkan Pajak dan Perizinannya (12 Unit).



v,

¥I.

VII.

VIIL.

OUTCOME

Tersedianya  Pemeliharaan  Barang  Milik  Daerah F!.'.'nun_jang .Um
Pemerintahan Daerah berupa Penyvediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

SASARAN

Kendaraan roda dua (motor) dan roda empat (mobil) Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

LOKASI

Kubupaten Temanggung

TIM/PANITIA

TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

I Penyusunan rencana kegiatan .
2. Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,

Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dimulai
bulan Januari s/d Desember 2026,

PIHAK YANG TERLIBAT

. SAMSAT
2. SPBU

3. Penyedia barang/toko onderdil
4. Penyedia jasa servis kendaraan

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pe

Pajak dan Perizinan

dari sumber dana DAU Kabupaten

meliharaan, Biaya Pemeliharaan,

Kendaraan Dinas Operasional ajay Lapangan 2026 berasal

(Delapan puluh juta rupiah) di gunakan untuk:

Temangpung sebesar Ep. 80.000.000,-

Kode Rekening Uraian Jumlah
5 BELANJA DAERAH Rp. 80.000.000,00
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 30.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 80.000.000,00
5.1.02.04 Belanja Barang Rp. 59.580.000,00
5.1.02,01.001 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 59.580.000,00
5.1.02.01.001.00004 Rp. 34.500.000,00

Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas




Belanja Suku Codang-Suku Cadang Alat

Rp. 25.080.000,00 l

5.1.02.02.001.00067

Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan

5.1.02.01,001,00013 | ooy

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 9.060.000,00 ||

5.1.02.02.001 Belanja Jasa Kantor Rp. 9.060.000,00 1
Rp. 9.060.000,00 I||

Rp. 11.360.000,00 |

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan
5.1.02.03.002 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | Rp. 11.360.000,00
Belanja Pemcliharaan Alat Anghkutan-Alat
5.1.02.03.002.00036 | Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Rp. 11.360.000,00
Bermotor Penumpang
Jumlah : Rp. 80.000.000,00

XI. HAL-HAL LAIN
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KERANGRA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2026

Perangkat Dacrah - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Sub Kegatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pagu Kegiatan ' Rp. 30,000,000, -
L LATAR BELAKANG

IL

Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 temtang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
lentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Megara, dimana Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan
Jangka Menenngah Daerah (RPJMD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan
menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebapaimana tercantum dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem
Ferencanaan Pembangunan Daerah, serta secara operasional perencanaan
pembangunan daerah akan dituangkan kedalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)
untukmeningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan,
maka dari itu perlu dilakukan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah
penunjang  urusan  pemerintahan  daerah  untuk menunjang  kebutuhan
pemeliharaan/rehabililasi gedung kantor dan bangunan lainnya agar memberikan
suasana yang nyaman dalam proses pelaksanaan kegiatan operasional schingga
dapat memberikan pelayanan prima pada masyarakat.

MAKSUD DAN TUJUAN
Tercapainya pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan kantor lainnya

sehingga menciptakan lingkungan kerja yang nyaman di kantor,

OUTPUT/KELUARAN
Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya yang

diperbaiki.

OUTCOME
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
berupa pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan ban gunan lainnya,



VL

VIL

V1L

SASARAN

Giedung dan ban

2 Bunan knntor lainnyn Dines Pemberdoynnn Muosyarukat dan
Dresn Kabupaten Te ’

manggung

LOKASI
Rabuputen Temangguny

TIM/PANITIA

TAUAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1. Penyusunan rencana kegintan

2. Pelaksanaan kegiatan pemelihoran/rehabilitasi gedung dan bangunan keaniog
lainnya dimulai bulan Januari 8/d Desember 2026,

PIHAK YANG TERLIBAT
|. Penyedia barang (toko).
2. Penyedia jusa tenaga kerjn pemeliharaan gedung (tukang bangunan/tukang
cat),

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan
Kantor Lainnya Tahun 2026 berasal dari sumber dana T:'JAU Kabupaten
Temanggung sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk:

Hode Rekening Uralan Jumiah

5 BELANJA DAERAH Rp. 30.000,000,00
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 30.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 30.000.000,00
510201 | Belanja Barang Rp. 18.039.000,00
§.1.02.01.001 Belanja Barang Pakal Habls Rp. 18.038,000,00
5.1.02.01.001.00001 | Belaria Bahan-Behan Bangunan dan Rp. 18.038,000,00
5.1.02.02 Balanjs Jasa Rp. 11.61,000,00
5.1.02.02.001 Belanja Jasa Kantor Rp. 11.861.000,00
5.1.02.02.001.00018 ::ﬂ:;;:ﬂw“‘;".“!”“"'"'“ Prasarana | o 44,661.000,00

Jumlah ; Rp. 30.000.000,00




XL

HAL-HAL LAIN

Pembina
NIP. 1966




e e ———— |

KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2026

Perangkat Dacrah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  Kabupaten
Temanggung

MNama Kegiatan © Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Admimstrasi
Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan ¢ Penyelengparaan Pemilihan, Penpanglkatan dan Pemberheatian
Kepala Desa

Fagu Kepgiatan : Rp. 235.6%6.000, -

. LATAR BELAKANG
Landmsan Hukum:

a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomeor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

o  Pematuran Pemenntah Momos 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanasn Undang-Undang
Momor & Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah divhah beberapa kah terkhir dengan
Peraturan Pemenntah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemenmntah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanzan Undang-Undang Nomos 6
Tahun 2014 tentang Diesa;

€. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Diaerah Kabupaten Temanggunp
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dacrah Kabupaten
Temanggung Momor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cam Pencalonan, Pemilihon,
Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

d Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 112 Tabun 2014 tentang Pemilihan Kepala
Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

e. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 113 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Temanggung MNomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 113 Tahun 202i tenteng Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.

f  Peraturan Bupat (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 78 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Walo.

L MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud
a. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak bagi 14 Desa di 11 Kecamatan
vang berkualitas, damai, aman dan tentram.
b. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu bagi 3 Desa di 3 Kecamatan
yang berkualitas, damai, aman, dan tentram.

L]
E
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2 Tujuan

& Menngkatkan kesadaran dan kedewasaan berpolik warga Desa;

b, Menciplakan sistem demokrasi yang berkeadilan bag seluruh warga Desa;

e Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades merupakan sarans
pendidikan politik bagi masyarakat, sehingea masyamakat dapat memahami dan menghayat
nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politk ideal yang hendak dibangun dan
menyadarkan mesyarakat akan hak dan kewajibannya sebagmi wargn negara untuk ikt
mcncniukan jalannya kehidupsn bermagyarakat, borbangsa dan bernepara dalam fatan NKRIL

d Menghasilkan Kepala Desa yang berkualitas, sehingga dapat menjadi figur pimpinan
Pernerintzhan Desa vang peka terhadap segpla sesuatu yang terjadi di masyarakat, untuk
mewijudkan tatanan kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera

L OUTPUT'KELUARAN
Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pemiliban, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa (17

Laporan), dengan rincian sebagi berikut:

1. Fasilrtasi Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2026 di 14 Desa,
Pelantikan Kepala Desa Serentak tahan 2026 masa jobatan 2026-2034; dan
Pembekalan Kepala Desa Antar Serentak masa jabatan 2026 - 2034,
Fasilitasi Permilihan Kepala Desa Antar Wakiu Tahun 2025 di 3 Desa;
Pelantikan Kepala Desa Antar Waktu masa jabatan 201 8-2026 dan Kepala Desa Antar Waldu 2020-
2028;

6. Pembekalan Kepala Desa Antar Wakiu masa jabatan 2018-2026 dan Kepala Desa Antar Wakiu
rasa jabatan 2020-2028

el el

V. OUTCOME
Meningkataye pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa (108 Desa):
1. Terisinya jabatan Kepala Desa masa jabatan 2026 — 2034 (14 Desa),

2. Terisinva Kepala Desa Antar Waktu Masa Jabatan 2020-2028 dan Kepala Desa Antar
Waktu masa jabatan 2018 - 2026 (3 Desa),

3. Kepala Desa yang memahami tugas, fungsi, wewenang, kewajiban, larangan dan haknya.

V. SASARAN
1. Pemilihan Kepala Desa Serentak

N | KECAMATAN DESA

| 1| KANDANGAN | 1| Malebo

2 |KALORAN 2 | Gandon
3 TRETEP 3 Ng!gﬂm_[gﬂn
4 | WONOBOYO 4 | Patoken

: 5 | Semen

3 | BEJEN 6 | Lowungu
6 | KEDU 7 | Kedu

7 | TEMBARAK 8 | Tembarak
8 |BULU | 9 | Wonotirto
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9 | NGADIREJO :': ";’“'::t‘:;“ -
12 | Kertosuri )
fa | JUMCO '” .Ki.:[i‘lﬂﬂﬂ,
{
Il | PARAKAN 14 | Sunggingsari

2. Pemililun Kepals Desa Antar Wikiu

NO | KECAMATAN | DESA
| |CANDIROTO | DesaMuntung
2 KEDU esa Salumsari
3 | TRETEP Desa Campurejo

VI. LOKASI

14 Desa di 11 Kecamaian dan 3 Desa di 3 Kecamatan se Kabupaten Temanggung.

VILTIM/PANITIA

Dinpermades Kabupaten Temanggung,

Inspekiorat Kabupaten Temanggung,

Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung,

Badan Keshangpol Kabupaten Temanggung,

BAPPEDA Kabupaten Temanggung; dan

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung,
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung;
Bagian Umum Sckretariat Daerah Kabupaten Temanggung;
Bagian Prokompim Sckretariat Daerah Kabupaten Temanggung,
Camat ; dan

Perangkat Daerah lain yang terkait.

FoE ma e TR

VIIL TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1. Pemilihan Kepala Desa Serentak

No ) Tahapan Rencana Waktu
Pelaksanaan

| Pembentukan Panitia Pilkades Antar Waktu, Panitia | Mei-Juni 2026
Daerah, Pengawas Kabupaten, Pengawas

Kecamatan
2 | Sosialisasi dan Penjelasan Teknis Pilkades Juli 2026
3 | Pengajuan Biaya Pilkades dan veri fikasi/persetujuan | Juli 2026
Bupati (Penetapan biaya Pilkades) ' ‘
4 | Pengusulan dan Penetapan wilayah pemilihan Juli 2026
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Apustus 2026

3 Penyusunan DIPS
6 | Pengumuman daftar pemilih tambahan Agustys 2026
7 | Penyusunan dan pengumuman DPT Agustus H126
§ | Pengumuman dan pcndafﬁu:;nhﬂal calon Kades September 2026
[0 | Perpanjangan pendaftaran bakal calon Kades September 2026
(apabila pendafiar kurang dan 2 orang)
[0 | Seleksi tambahan (apabila bakal calon Kades lebih | Seplember 2026
dari 5 orang) :
I1 | Penetapan bakal calon Kades menjadi Calon Kades | Oktober 2026
12 | Pengundian nomor urut Oktober 2026
13 | Penyiapan Sural Suara Oktober 2026
14 | Kampanye Oktober 2026
15 | Hari Tenang Oktober 2026
16 | Pemungutan Suara Oktober akhir atau
November awal 2026
17 | Penetapan calon Kades terpilih, penvampaian hasil | November 2026
Pilkades dan Calon terpiih oleh BPD kepada Bupati
lewat Camat
18 | Penyelesaian perselisihan hasil Pilkades oleh Bupati | November-Desember 2026
{apabila ada)
19 | Penerbitan SK Bupati tentang Pengesahan dan Dresembe 2026
Pengangkalan Kepala Desa
20 | Pelantikan Desember 2026
21 | Pembekalan Kepala Desa Desember 2026
2. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW)
' No Tahapan Rencana Waktu
Pelaksanaan
| | Pembentukan Panitia Pilkades Antar Waktu, Panitia | Mei-Juni 2026
Daerah, Pengawas Kabupaten, Pengawas
Kecamatan
2 | Sosialisasi dan Penjelasan Teknis Pilkades Juh 2026
3 | Pengajuan Biaya Pilkades dan verifikasi/persetujuan | Juli 2026
Bupati (Penetapan biaya Pilkades)
4 | Pengusulan dan Penetapan wilayah pemilihan Juli 2026
5 | Penyusunan DPS Apustus 2026
& | Pengumuman daftar pemilih tambahan Agustus 2026
7 | Penyusunan dan pengumuman DPT Agustus 2026
8 | Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kades September 2026
9 | Perpanjangan pendafiaran bakal calon Kades September 2026
(apabila pendafiar kurang dari 2 orang) *
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Seleksi tambahan (apabila bakal calon Kades lebih | September 2026

10 B
dari § orang) i
"1 | Penetapan hul:al r:.alur'l Hm.-a menjﬂdl Lal:nn Kades | Oktober 2026 —
12 | Pengundian nomor urut - _t:lfi_tmhi:r-mzﬁ |
13 I*::n}rmimn- ':}Il;al Huar_a ___ ) _ — Oktober 2026 _'|
14 F:ampany:: . —— i Oktober 2026 |
{15 | Hari Tenang {}kmhﬂ 20126 |
6 chungﬁlan"‘;f}}im == o Olkctober akhir atay |
_ November awal 2026 |
17 | Penctapan calon Kades terpilih, penyampaian hasil | November 2026 |
Pilkades dan Calon terpith oleh BPD kepada Bupati
lewat Camal . ) I
18 I‘un;ﬁ:lwmﬂn pcm:lrslhan hasil Pilkades olch Bupati November-Desember 2026
| (apabila ada)
10 | Penerbitan SK Bupali tentang Pengesahan dan Desembe 2026
Pengangkatan Kepala Desa
20 | Pelantikan Desember 2026
21 | Pembekalan Kepala Desa Desember 2026

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

No  Pihak Terlibat Kegiatan
I | Menteri Dalam Negen Konsultasi ieknis
2 | Dinpermades Provinsi Konsultasi teknis
Jawa Tengah
3 | Forkompimds Kuonsuliasi dan Koordinasi
3 | Forkompimcam Koordinasi
4 | Pemerintah Desa koordinasi
5 | Perangkat Dacrah terkait | Panitia Daerah dan Tim Pengawas Pilkades

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa Tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar

Rp 235.696.000,- (Dua ratus tiga puluh lima enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

L Kode Uraian Jumlah
5 | BELANJA DAERAH 220.664.500
1 BELANJA OPERASI 220.664.500
5.1.02 Belanja Barang Dan Jasa 220.664.500
# Belanja untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak

5.1.02.01 Belanja Barang 94.038.490
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 94,038.490
5.1.02.01.001.00004 Belanja Bahan-bahan Bakar Pelumas 10.500.000 |
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| Kode
S1.02.00 000 0024

5.1.02.00.001.00025

5.1.02.01.001.00029

5.1.02.00.000 (0032

Belanja Alat/Bahan untuk Kegintan

| Belanjn Alat/Bahan untuk Kegintan

Urninn
Hﬂmun Alat/Hahan untuk kegiaton-Alat
Tulis Kantor

hunmrvln.:.rl:nﬂ dan Cover

kKantor-Bahan hnmmnur

‘Belanja Alt/Bahan untuk hu.uulnu
kantor-Perlenkapun D:mh:

Jumluh
|5 2T dai)

I Od0 000

472000

6. 250,000

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan-Alat
Tulis Kantor

5,1.02.01.001.00035 Belanja Alt/Bahan untuk Kegiatan 4,066,000
Kantor-Suvenir/Cindern Mata
S1.02.01.001.00052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapa A6.750.000
5.1.02.01.001.00053 Belanjn Makanan dan Jamuan tamu 2.250.000
5.1.02.01.001.00076 Belanja Pakaian Olah raga 7.500.000
5.1.02.02 Belanja Jasa 100.670.010
5.1,02.02.001 Belanja Jasa Kantor | 30.320,010
5.1,02,02.001,00003 Honorarium Narasumber atau pnfnhﬂ.tms,_ 26.850.010
Moderator, Pembawa Acara dan Panitia
5.1.02.02.001.00007 Honorarium Rohaniwan 1550000
5.1.02.02.001.00011 Honorarium Penyelenggara Kegiatan 600,000
Pendidikan dan Pelatihan
5.1.02.02.001.00014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 300,000
5.1.02.02.001.00030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.020.000
5.1.02.02.004 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.000.000
5.1.02.02.004.00036 Belanja Sews Kendarsan Bermolor 7.000.000
Penumpang
3.1.02.02.004.00118 Belanja Sewa mebel 1.000.000
'5.1.02.02.005 Belanja Sewa Gedung dan Bangungan 61.750.000
5.1.02.02.005.00036 Belanja Sewa Taman 1.000.000
5.1.02.02.005.00036 Belanja Sewa Hotel 60.750.000
5.1.02.02.012 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosinlisasi, GO0.000
Bimbingan Teknis serta Pendidikan
dan Pelatihan
3.1.02.02.012.00002 Belanja Sosialisasi 600,000
| 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25,956,000
5.1.02.04.001.00002 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negen 6,300,000
5.1.02.04.001,00003 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.656.000
#Belanja Untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW)
5.1.02.01 Belanja Barang 12,500, 04
5.1.02.01.m Belanja Barang Pakai Habis 12.500.000
3. 1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-bahan Bakar Pelumas 1.500.000
5.1.02.01.01.0024 2.727.500

i 1

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Koide Uraian Jumlah
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 120,000
Kantor-Kertas dan Cover
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan n
Kantor-Bahan Cetak
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 354000 |
Kantor-Bahan Komputer
5.1.02.01.01,0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4 (80000
5.1.02.02 Belanja Jasa ) 2.250,000
5.1.02.02.001 Belanja Jasa Kantor . 2.250.004
5.1.02.02.001.00003 | Honorarium Narasumber atau pembahas, 7.250.000
Moderator, Pembawa Acara dan Panitia
5.1.02.02.001.00030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 170.000
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3,630,000
[ 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 3,630,000
Negeri
5.1.02.04.001.00003 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.630.000
X1. HAL-HAL LAIN
Temanggung, 30 Juli 2025
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KERANGKA LOGIS KEGIATAN

TAHUN 2026
Perangkat Dacrah - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
MNama Kegiatan - Pembinaan dan Peﬁ_:é.amsan P:n}ﬂ:lnnggﬁmanr Administrasi
Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan - Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Pagu Kegiatan . Rp3.752.133.848,-

L LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomaor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,

¢. Peraturan Presiden Momor 82 Talun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah
MnganFemnnmﬁnsidanmm?STalummmmmngPaliﬂmAtastﬂum
Presicken Nomaor 82 Tahun 2018 tentung Jaminan Keschatan,

d Persturan Menteri Dalam MNegen Nomor 83 Tahun 2015 tentang Penganghatan Perangkat
Desa,

¢ Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cam Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Perangkat Desa

f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran,
Dian Pembayaran luran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa

g, Peraturan Bupati Temanggung Momor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pernerintah Desa;

h. Peraturan Bupati Temanggung Nomeor 42 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan dan
Penataan Perangkat Desa, -

2 Sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Momor 24 Tahun 2011 disebutkan bahwa wajib bagi
mlmﬁpen&:ﬁnﬂndmmiadmimngusingyanghﬂﬁj&di Indonesia paling singhkat 6 (enam)
bulan ikut kepesertaan Jaminan Keschatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS),

1 Sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Kepala Desa
dan Perangkat Desa termasuk dalam segmen Pekerja Penenma Upah (PPU), vang ketentuan
pembayarannya schesar 5% dani gaji/upah vang diterima dengan komposisi 4% dibayar oleh
pemberi kerja, dan 1% dipotong dari gaji/upah pekerja;

1. thlhmndnnpmtulmdumePUmkaupuhﬂmdemngmﬂm
dilakukan secara kolektif melalyi Pemerintah Daerah Kabupaten, dan teknis pendaftarannya
diatur dalam Permendagri Nomor 119 Tahun 2019,

5. Bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang semakin dinamis dan berkembang dari sisi
regulasi maupun teknis, membutuhkan sumber daya yang siap dan mampu untuk melaksanakan
dan mengikuti dinamika serta perkembangan tersebut. Dengan demikian melalui kegatan
Peningkatan Kﬂmﬂﬁhmﬁ:ﬂﬂtﬁh&tﬁ!ﬂﬂpﬂﬂmﬁmdﬁpﬂmﬁnﬂmﬁmﬁﬁ
pokok, fungsi, dan kewajiban dengan benar,
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Iv.

VIL

VIIL

MAKSLD DAN TUJUAN

I. Muaks
i Memberikan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkal Desa beserta

keluarganya.

b Memberikan pembekalan dan meninpkatkan kapasitas perangkat desa sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya

2 Tujuan

i Tercipanya msa aman dan tentram dalam bekerja dengan tersedianya jaminan keschatan,

b. Meningkatkan pengetahuzan dan kapasitas perangkat desa sesuai dengan beban tugasnya,

¢ Terwujudnya Pemerintah Desa yang berkinerja baik puna melaksanakan pelayanan kepada
masyamkat sceara optimal

d. Twuan dan kegiatan ini adalah harmonisasi dan sinkronisasi antara pemerintah Desa dan
BPD dalam melaksanakan penyelengparaan pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat
Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dengan baik dan benar.

OUTPUT/KELUARAN
Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (266
Laporan)
= 266 omng Kepala Desa;
- 266 orang Sekretaris Desa; dan
- 2541 orang Perangkat Desa lainnya.

OUTCOME
Meningkatnya pengelolaan Administerasi Pemerintah Desa (108 Desa):

a. Terwuwjudnya pelayanan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
b. Terwujudnya Pemerintah Desa yang berkinerja baik guna melaksanakan pelayanan
kepada masyarakat secara optimal

SASARAN
Kepala Desa, Sekretans Desa dan Peranghat Desa

LOKASI
Kabupaten Temanggung

TIM/PANITIA
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Temanggung

TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
furan BPJS bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan langsung ke BPJIS

Kesehatan dengan tahapan:

A, PPTK melalui Kepala Dinpermades Kabupaten Temanggung mengajukan SPP kepada
Bendahara Umum Daerah untok pembayaran iuran BPJS 4% bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa i .

b.  Pembayaran iuran BPJS dilaksanakan setiap bulan dalam satu tahun anggaran.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administras:
Pemerintahan Desa Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten
Temanggung sebesar Rp 3.752.133.848 - (Tiga milyar tujuh ratus lima pulub dua juta
seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh delapan ru piah) digunakan untuk:

Kode Uraian Jumilah .
5 BELANJA DAERAH 3.751.133.848
5.1 BELANJA OPERASI 3.752.133.848 |
5.1.02 Belanja Barang Dan Jasa 3.752.133.848 |
5.1.02.01 [ Belanja Barang 2.890.848
5.1.02,01.001 Belanja Barang Pakai Habis 2,890 848 |
[ 5.1.02.01.001.00004 Belanja Bahan-bahan Bakar Pelumas 1,500,000 |
5.1.02,01.001.00024 | Belanja AlatBahan untuk Kegiatan-Alat 640348 |
Tulis Kantor |
5.1.02.01.001.00025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 750.000
- Kantor-Kertas dan Cover
5.1.02.02 | Belanja Jasa 3.736.000,000
5.1.02.02.002 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.736.000.000
'5.1.02.02.002.00001 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi 3.736.000.000
Kepala Desa dan Perangkat Desa
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.243.500
5.1.02.04.001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 13.243.500
Negeri
5.1.02.04.01 00001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.243.500 |

Uraian Penggunaan Pagu Anggaran Kegiatan

No. Uraian Penggunaan
1. | Belanja Bahan-bahan Bakar Pelumas Pemantauan tahapan
| ! pengisian perangkat desa
2. | Belanja AlavBahan untuk Kegiatan-Alat Tulis Pembelian ATK untuk
Kantor kebutuhan bidang dalam |
tahun
3. | Belanja AlaUBahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas |« Penyusunan
dan Cover rekomendasi Bupati
atas pengisian dan
pemberhentian
perangkat desa

s Penyusunan SK PAW
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BPD
* Penyusunan SPJ bidang

dan Perangkat Desa

4. | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Eepaln Desa | Pembayaran Iuran BPJS

Kesehatan Kepala Desa
dan Perangkat Desa
sebesar 4% selama 1 tahun

5. | Belanja Perjalanan Dinas Biasa

* Menghadiri undangan
rekonsiliasi peserta
BPJS keschatan Kepala
Desa dan Perangkat
Desa (4x dalam 1
tahun)

+ Menghadiri undangan
rapat sosialisasi dari
Provinsi maupun
Kementerian

HAL- HAL LAIN

haMuda fVicy O
NIP. 196606]81996032p04
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KERANGKA ACUAN KERJA

TAHUN 2016
Perangkat Daerah . Dinas Pemberdayaan Masyarakal Dan Diesa
Nama Kegiatan - Pembinaan Dan Penpawasan Penyelenggaraan Adminisirasi
Pemerintah Desa
Sub Kepgiatan - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPFD
Pagu Kegiatan . Rp. 10MLODG0,-
— . #

I. LATARBELAKANG

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakal
setempal berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1)
Kemudian, seiring dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indoncsia, desa telah
berkembang dalam berbagai bentuk schingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar
menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang
kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil,
makmur, dan sejahtera, Oleh karena itu, tata cara penyelenggaraan pemerintahan desa
diatur lebih lanjut dengan undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor & Tahun 2014 tentang Desa (untek selanjuinya disebut *UU Desa'). Agar
pemerintahan desa berjalan sesual dengan peraturan perundang-undangan dan tujuan
pembangunan desa dapat tercapai maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pemerintahan desa,

Sesuai dengan Undang-Undang Desa, yang berwenang melakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa adalah pemerintah pusat,
pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten'kota. Pemerintah pusat, pemerintah
provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dapat mendelegasikan pembinaan dan
pengawasan kepada perangkat daerah.

Pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota memberdayakan
masyarakat desa dengan cara menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, teknologi tepat guna dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian
masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa juga dilakukan dengan cara
meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan,
dan penyuluhan. Selain itu, hal penting yang dilakukan pemerintah adalah mengakui dan
memfungsikan institusi ash atau yang sudah ada di masyarakat desa.

Sedangkan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota
meliputi memberikan pedoman pelaksanaan penugasan wrusan kabupatenkota yang
dilaksanakan oleh desa: memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan
kepala desa; memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif,
melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa; melakukan evaluasi dan
pengawasan peraturan desa; [X. PIHAK YANG TERLIBAT
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menetapkan pembinyann alokasi dana perimbangan uniuk desa, mengwas

pengeloloan keuangan desa pendayagunann pset desa, melakukan  pembinaan dan
pengwasan penyelenpparann pemerintahon desa, menyelengparakan pendidikan dan
pelatihon bagi pemenntah desa, bodan permusyowaratan dess, lembagn kemasyarakatan,
dan lembaga adat; memberikon  penghargasn alns prestosi yang dilaksanakan dalam
penyelenggaraan  pemeriniahan  desa,  badan  permusyawaratan  desa,  lembaga
kemasyarakatan, dan lemboga  adat; melakukon  upaya  percepatan pembangunin
perdesaan; melakukan upaya percepatan pembangunan desa melalul bantuan kouangan,
bantuan pendampingan dan bantuan teknis; melakukan peningkatan kapasstay BUM Desa
dan lembaga kerja sama antar desa; dan memberikan sanksi atas penyimpangan yang
dilakukan oleh kepala desa sesuni dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam
perencanaan, pelaksanann, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan
Diharapkan dengan adanya pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan pemerintahan desa
dapai berjalan efisien dan elektil sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria serta
sesuail dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga legislatif di tingkat desa
yang berfungsi sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
BPD berperan dalam menyusun, n'wngesuhkan, dan menetapkan Peraturan Desa (Perdes),
serta mengawasi pelaksanaannya, Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa
vang ditetapkan secara demokratis dan berfungsi sebagai penvambung lidah masyarakat
desa.

BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai fungsi-fungsi
sebagal berikut: Fungsi Lepislasi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa
bersama kepala desa. Fungsi Perwakilan menampung dan menyalurkan aspirasi

masyarakat desa. Fungsi Pengawasan melokukan pengawasan kinerja kepala desa
Kemudian, BPD mempunyai tugas:

a. menggali aspirasi masyarakat;

b. menampung aspirasi masyarakat;

¢. mengelola aspirasi masyarakat;

d. menyalurkan aspirasi masyarakat;

e. menyelenggarakan musyawarah BPD;

f. menyelenggarakan musyawarah desa;

g. membentuk panitia pemilihan kepala desa;

h. menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa
antar wakiu;

1. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
J. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;
k.melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;
I. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan
lembaga desa lainnya; dan

m.melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Dalam menjalankan tugasnya terschut, BPLD berhak untuk mengawasi dan meminta
keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepads pemenntah desa,
menyatakan pendapat  atas  penyelenggaraan pemerintahan  desa,  pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masvarakat
desa, dan mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran
pendapatan dan befanja desa. BPD mempunyai hubungan kerja dengan lembaga
kemasyarakatan yang ada di desa seperti LM, PKK, Karang Taruna, lembaga desa
lainnya. Hubungan kerja dapat borupa konsultasi, koordinasi masalah penyclengparaan
pemeriniahan, perencanaan pembangunan, dan kemasyarakatan, serta penyampaian

aspirasi masayarakat.

Salah satu upaya dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Desa,
diperlukan pembinaan peningkatan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa
(BPD)

Dasar kegiatan :
a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

d  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 temtang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa;

f Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

g Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerzh;

h. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Badan
Permusyawaratan Desa,

1. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa;
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1. MAKSUD DAN TUJUAN
a. Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa
b. Meningkatnya kapasitas Anggota BPD

. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (1.766 Orang),

IV. OUTCOME
Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa (108 Desa),

V. SASARAN
Anggota BPD di 108 desa pada 20 Kecamatan,

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VIL TIM/PANITIA
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

VIILTAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
Pembekalan Anggota BPD untuk meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa

pada bulan Maret 2026,

a
b,
c
d

. Inspektorat Pemerintah Kabupaten Temanggung,

Bagian Tata Pemenntahan,

. Bagian Hukum;
. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat.

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi
Pemerintah Desa Tahun 2026 berasal dari Sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung

sebesar Rp.10.000.000,-
Dengan rician sebagai benkut: |
Kode Rekening Uraian Jumlah
5 BELANJA DAERAH Rp. 10.000.000,00
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 10,000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 10.000.000,00
5.1.02.01 Belanja Barang b Rp. 10.000.000,00
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5.1.02.01.001 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 10.000,000,00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
I_il.-l].]-[ll-ﬂl]!-ﬂ-ﬂ!}l-i Kantor-Alat Tulis Kant Rp. 325.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Rp. 375.000,00

5.1.02.01.001.00052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. ©.300,000,00

X. HAL - HAL LAIN

Temanggung, 30 Juli 2025
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KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN 2026

Perangkat Daerah

N : Dinas Pemberdayaan Masya:ak;u Dan Desa
ama Kegiatan

Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi

i Pemerintah Desa
ub Kegatan - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
. Desa
Pagu Kegiatan © Rp. 50.000.000,-
e — — i — - S— s

L LATAR BELAKANG

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistern pemerintahan Megara Kesatuan Republik Indonesia.
Kemudian, seiring dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah
berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar
menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang
kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil,
makmur, dan sejahtera. Oleh karena itu, tata cara penyelenggaraan Pemenntahan Desa
diatur lebih lanjut dengan undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (untuk selanjutnya disebut UL Desa’). Agar
pemerintahan Desa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tujuan
pembangunan Desa dapat tercapai maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pemerintahan Desa.

Sesuai dengan Undang-Undang Desa, yang berwenang melakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa adalah pemerintah pusat,
pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah pusat, pemerintah
provinsi, dan pemerintah kabupatenkota dapat mendelegasikan pembinaan dan
pengawasan kepada perangkat dacrah.

Pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kots memberdayakan
masvarakat desa dengan cara mencrapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, teknologi tepat guna dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian
masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa juga dilakukan dengan cara
meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan,
dan penyuluhan. Selain itu, hal penting yang dilakukan pemerintah adalah mengakui dan
memfungsikan institusi asli atau yang sudah ada di masyarakat desa.

Sedangkan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah
kabupaten/kota meliputi memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan
kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh desa, memberikan pedoman penyusunan peraturan
desa dan peraturan kepala desa; memberikan pedoman penyusunan perencanaan
pembangunan partisipatif; melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa, menetapkan pembiayaan alokasi
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dana ]:lcn-mbangan untuk desa: mengawasi pengelolaan keuangan desa pendﬂ}'ﬂgunamj
asel desa; melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemcrintah desa, badan
permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat; memberikan
penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,
badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat; melakukan
upaya percepatan pembangunan perdesaan; melakukan upaya percepatan pembangunan
desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis, melakukan
peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa; dan memberikan
sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan,
Diharapkan dengan adanya pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan pemerintahan desa
dapat berjalan efisien dan efektif sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria serta
sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku,

Salah satu upaya dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Administrasi Desa, dibentuklah Desa Ceria yaitu Desa yang Cerdas, Gembira, dan
Amanah, Desa Ceria adalah suatu upaya pendampingan Desa oleh beberapa Perangkat
Daerah terkait secara komprehensif agar Desa mampu merencanakan, melaksanakan dan
melaporkan kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan benar dan
sesual dengan regulasi yang ada dengan harapan Desa memiliki Perangkat Desa yang
cerdas, melaksanakan Tupoksi dengan gembira dan amanah (bertanggungjawab dan dapat
dipercaya).

DASAR KEGIATAN

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;,

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomaor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

¢. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

d Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

e. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor |5 Tahun 2015 tentang Keuangan
dan Aset Desa,

f. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah; :
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g. Peraturan Daerah Kabupaien Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencand
' I;cl“emhansunﬂn Ia_qgica Menengah Daerah Kabupaten tahun 2025-2029;

- raturan Bupati l'emanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 1entang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa;

i. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan
Barang dan Jasa di Desa;

j. Peraturan Bupati TemanggungNomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan
dan Penataan Perangkat Desa;

1. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan ini mempunyai maksud Mewujudkan Desa Ceria melalui Peningkatan Kinerja

Aparatur Pemerintah Desa dengan tujuan:

a. Meningkatnya tertib administrasi Pemerintahan Desa,

b. Meningkatnya kapasitas Aparatur Pemerintah Desa,

¢. Perangkat Desa memahami tugas pokok dan fungsinya, seria memiliki kemampuan
untuk melaksanakannya;

d Tata kelola Pemerintahan Desa (pengelolaan keuangan, asel, dan pengadaan
barang/jasa) dijalankan sesuai dengan ketentuan.

IV. OUTPUT/KELUARAN | _
Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasias
(17 orang).

V. OUTCOME : _
Meningkatnya pengelolaan Administrasi Aparatur Pemerintaham Desa.  °

VL. SASARAN _
Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD di Kabupaten Temanggung.

VIL LOKASI |
Kabupaten Temanggung.

VIIL TIM/PANITIA
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

IX. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa: bulan Maret dan GT:;?H 2026
b. Pembinaan langsung ke Desa: [ﬂ|]llﬂ1:l'f (dapat dijadwalkan seminggu 52 i)

¥, PIHAK YANG TERLIBAT
a. Inspektorat;
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Kecamatan:
Pemerintah Desa:

me R

Tﬂnﬁgﬂ PEI}dﬂ_mp]n

& Profesional Desa:

Perangkat Daerah lainnya yang terkait. *

XL RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

o ﬁﬂggﬂmn Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan  Administrasi
emerintah Desa Tahun 2026 berasal dari Sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung
sebesar Rp.50.000.000,- dengan rician sebagai berikut:

| Kode Rekening Uraian Jumlah
3 BELANJA DAERAH Rp. 50.000.000,00
| 51 BELANJA OPERASI Rp. 50.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 50.000.000,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 19.550.000,00
5.1.02.01.001 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 19.550.000,00

5.1.02.01.001.00004

Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas

Rp. 3.000.000,00

5.1.02,01.001.00024

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor-Alat Tulis Kantor

Rp. 7.275.000,00

5.1.02.01.001.00025

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor- Kertas dan Cover

Rp. 750.000,00

5.1.02.01.001.00032

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor-Perlengkapan Dinas

Rp. 3.150.000,00.

5.1.02.01.001.00052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 5.375.000,00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 30.450.000,00
5.1.02.02.001 Belanja Jasa Kantor  © Rp. 7.500.000,00

5.1.02.02.001.00003

Honorarium Marasumber atau Pembahas,
Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

Rp. 7.500.000,00

5.1.02,02.012

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi,
Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan
Pelatihan ’

Rp. 22.950.000,00 |

5.1.02.02.012.00003"

Belanja Bimbingan Teknis

Rp. 22.950.000,00
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KERANGEA ACUAN KEGIATAN

TAHUN 2025
Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nama kegiatan - Pembinaan dan Pengawasan Penyelengparaan
Administrasi Pemenntahan Desa
Sub Kegatan : Fasihitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Pagu Kegiatan : Ry 20.000.000,-

D ——— — — e “
| LATAR BELAKANG 1
Dalam rangka mewwjudkan Pengelolaan kevangan Desa di Kabupaten Temanggung yang

baik dan bensr melipmi Perencanzan, pelaksannan, penstausshean pclaporan  dan
pertanggungjawaban maka perlu didilakukan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa,

Il. MAKSUD

Untuk memberikan fasilitasi Pengelolasn Kevangan Desa yang Transparan, akuntabel,
dan partisipatif,

N TUIUAN
Terlaksananva kegiatan fasilitasi Pengeloaan Kevangan  desa melalw Kegiatan
Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa, Penyusunan Perbup Pedoman Pemyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anpgaran 2026, Perbup Tata Cara
Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribus
Tahun 2026, serta Sﬂndummmm-hnﬂiaﬂﬂmm[kﬂﬁhmhnggmmlﬂiﬁ
Kabupaten Temanggung,

V. OUTPUT/KELUARAN
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (266 Dokumen).

V. OUT COME
Memingkainya pengelolaan Adminitrasi Pemerintah Desa (108 Desa).

VI SASARAN
Vil. LOKAS]
Kabupaten Temanggung

Vill. WAKTU PELAKSANAAN
Tahun 2026

B Dipindai dengan CamScanner
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IX. PIHAK YANG TERLIBAT
Pemerintah Desa | Kecamatan, Dinpermacdes,

A. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGL KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2026 berasal dani surnber
dana DAL Kabupaten Temangpung sebesar Rp 20.000.000,00 { Dua Puluh Juta rupiah) digunakan

untuk :

| TEN— =

Kode Rekening -IJmian Jumiah
;_ BELANJA DAERAH | Rp. 20.0000.000,00
51 BELANJA OPERASI Rp. 20,000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa o R 20,0040, 000,040
51.02.m Belanja Barang Rp. 13.796.0040,00
F!v.I.ﬂI.ﬂi.ﬂDl Belanja Barang Fakai Habis

Rp. 13.796.000,00 I

3. L0200, 007 00004

Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas

Rp. 4.200.000,00

5.1.02.01.001.00024

Belanja AlatBahan untuk Kegiatan Kantor-
Alat Tulis Kantor

Rp. 2.136.000,00

5.1.02.01.001.00025

Belanja Alat'Bahan unfuk Kepgiatan Kantor-
Kertas dan Cover

Rp. 640.000,00

5.1.02.01.001.00052

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Rp. 6.800.000,00

5.1.02.04 Belll-j.ﬂ -I;'erjalnnnn Dinas Rp. 6.204,000,00
5.1.02.04.001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 6. 204,000,040
| 5.1.02.04.001.00001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 3.404.000,00
5.1.02.04.001.00003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 2.800.000,00

Dipindai dengan CamScanner
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KERANGKA ACUAN KEGIATAN

TAHUN 2026
Peangkal [uerah [ ¥inas Permberdayaan Miasyarsksl dan D
Mamii Kegintan  Penyelenggaraan Penataan Desa
Sub Kegintan  Fuuilitesi Sarana don Prasarana Desa
Puagu Kegiatan » Rp. 10.000.000,-
e = — e

I LATAR BELAKANG

Pelaksanaan program TMMID schagai wujud Operasi Bhakti TNI merupakan
program  kerjasama lintas sckioral antara TN, Kementenan/lembaga Pemenmtah MNon
Kementerian dan Pemerintah Daerah serta komponen masyarakat lainnya, yang dilaksanakan
secar terpadu dan berkesinambungan dalam upaya memingkatkan akselerasi pembangunan d
daerah miskin, terisolirfterpencil, dan daerah kumuh perkotaan serta daerah lain yang lerkena
bencana. Lokasi TMMID ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 410/247
Tahun 2025 tentang Lokasi Kegiatan Tentara Masional Indonesia Manunggal Membangun
Desa dan Karya Bhakti Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026.

Il MAKSUD DAN TUJUAN
|. Maksud

Terlaksananya Fasilitasi kegiatan TMMD di 4 desa dan Karya Bhakti di 1 desa sesuai

dengan Keputusan Bupati dan scsuai dengan jadwal yang telah disusun.
2. Tujuan

Memfasilitasi kegiatan TMMD dan Karya Bhakti

L. OUTPUT/KELUARAN
Jumiah sarana dan prasaran Desa yang terfasilitasi (6 Unit),

Iv. OUTCOME
Meningkatnya legalitas/tertib administrasi wilayah antar Desa (6 Desa).

V.  SASARAN
Lokasi TMMD dan Karya Bhakii Tahun 2026 di Kabupaten Temanggung.

V. LOKASI

|, Lokasi TMMD
- Desa Tempelsari Kecamatan Tretep
- Desa Theter Kecamatan Kaloran
- [esa Wates Kecamatan Wonoboyo
- Desa Kebondalem Kecamatan Bejen

2. Lokasi Karya Bhakti
Desa Congkrang Kecamaian Bejen

VIL TIM/PANITIA
DIPUPR, Bappeda, 85T Kodim 0706 Temanggung, Koramil, Pemerintah Desa.

Dipindai dengan CamScanner
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VIIL. TAHAPAN DAN RENTCANA WAKTU PELAKSANAAN
Januar — November 2026, ;

IX.

PIHAK YANG TERLIBAT
DPUPR, Bappeda, Dinpermades, Kodim 0706 Temanggung, Koramil, Pemenntah Desa,

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Dinpermades  Kabupaten
Temangoung Tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar
Rp 10.000,000,00 (Sepuluh juta rupiah) digunakan untuk :

Kode Rekening Uraian Jumlah
] ~ Rp.
H
5 BELANJA DAERA 10.000.000,00
5.1 BELANJA OPERASI R
i Rp.
- % P Ia dan J
1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 6.946.500,00
5.1.02.01.001 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 6.946.500,00
5.1.02.01.001.00004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 1.200.000,00
| 5.1.02.01,001,00024 | Belanie Ala/Bahan untuk Kegiatan Rantor- | gy, 596 500,00
- Alat Tulis Kantor
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
5.1.02.01.001.00025 | Lo o Cover Rp. 400.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kematan Kantor-
j.l.ﬂ'l.ﬂl.ﬂﬂl.ﬂﬂ?iﬂ' Bahan Komputer Rp. 45'D_[|ﬂﬂ,l}_ﬂﬁ
5.1.02.01.001.00052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 1.200.000,00
5.1,02.01.001.00053 | € *° N AR R R  S0R Rp. 2.500,000,00
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 3.053.500,00
5.1.02.04.001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 3.053.500,00
5.1,02.04.001 mam BEelanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 573.500,00
5.1.02.04.001.00003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 2.480.000,00

Dipindai dengan CamScanner
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KFERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2026

Divas Pembeerduynan Mosyicokal din Do
- Prembinaan dan Pengawnsan Penyelenggarsan Adminiatras

Pemerinial [ena
Sub Kegiatan - Fusilitusi Penyusunin Perencanann Pembangunan Desa

Pugu Kegintun C . 10,000, TNK),-
— — ﬂ =

Pernghal Duciik
Neuma Kegmian

e —

L LATAR BELAKANG
Dalam rangks perencanaan pembangunan Desy yang senual denpan  peraturan

perundangan-undangan don mengacu pucln SO0 Desa, maka perlu dilakukan kegatan
Fusilitasi. pevencanen pembunguinnn dess sy fujusn dirk S Crewin dhiprad tercupne, Dl
penyusunan perencanaan pembangunan Desa berdasarkan kondisi objektif desa yang
lergnmbarkan dalam Sistem Informasi Desa (S113) yung menjadi pedoman bagi Pemenntah
Desa, BPD dan masyarakal desa dalam  menentukan argh kebijakan Perencanaan
Pembangunan Dese. Selain itu dalam kegiatan fasilitasi perencanaan pembangunan [esa
terdapat kegiatan pemutakhiron dota Indeks Desa (1) yang digunokan sebagai acuan
pemerintah untuk menentukan besaran Dana Desa tahun berikutnya.

il MAKSUD DAN TUJUAN

|, Maksued
Terlaksananya Fasilitasi kegiatan penyusunan RKP Desa Tahun 2027 bagi 266 Desa

Ji Kabupaten Temunggung yang sesusi dengan Peraturam perundang-undangan dan
mengacy pade SDGs Desa seria pemulakhiran data Indeks Desa (ID).
2. Tujuan
Memfasilitasi penyusunan RKPDesa Tahun 2027 dan fasilitasi pemutahiran data ID.

L.  OUTPUT/KELUARAN:
Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa (266

Dok umen ),

Iv. OUTCOME
Meningkatnya pengelolaan administrasi pemerintah desa (108 Desa).

V. SASARAN
266 [Deua.
V. [1LOKASI]

Kabupaten Temanggung

VIL TIM /PFANITIA

Dipindai dengan CamScanner
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VI TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU FELAKSANA AN

Febiruan - Movember 20026,

IX. PHIAK YANG TERLIBAT

Pemeriniah Dest , Kecamatan, Dinpermades, Tenega Ahli Pendamping Desa,

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegintan Fasilitasi Perencansan Pembangunan Desa Tehun 2026 berasal

dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar

Rp 10.000.000,00

{Sepuluh juta rupioh) digunakan untuk

I_ih_t:;:: -ﬁl.":r.l.'ling Uirnian Jumiah

5 BELANJA DAERAH Rp. 10.000.000,00

&l BELANIJA OPERASI Rp. 10.000.000,00

5102 Belanja Barang dan Jasa | Rp. 10.004.000,00

51020 Belanja Barang Rp. 5.659.500,00

5002010410 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 5.659.500,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan

5.1.02,01,001,00004 Pelumas Rp. 1.125.000,00
Belanja Alat'Bahan untuk Kematan

5.1.02.01.001.00024 Kantor-Alat Tulis Kantor i Rp. 298.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan

5 10200 001,00025 Eantie Pt di Cones Rp. 600.000,00
Belanja Alat'Bahan untuk Kegiatan

5.1.02.00.001.00029 Kitor-Baben Kotnutes Rp. 236.000,00

5,1.02.01,001.00052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapa Rp. 3.400.000,00

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 4.340.500,00

5.1.02.04.001 gi:'e“':i' Fosman Dima Dalam Rp. 4.340.500,00

5,01.02.04.0001.00001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 2.940.500,00

5.1.02.04 001.00003 | Belanja Perjalaman Dinas Dalam Kota Rp. 1.400.000,00

XL HAL-HAL LAIN

Dipindai dengan CamScanner
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Perangkat Daerah
Nama Kegiatan

KERANGKA ACUAN KERIJA
TAHUN 2026

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Fasilitasi Pengembangan Usaha Fkonomi Masyarakst Dan
Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Ash
Desa

Pagu Kegiatan Ry, 25.000,000,-

T ————————
I

LATAR BELAKANG

Salah satu basis pengembangan ekonomi yang diharapkan mampu menjadi penggerak
ekonomi lokal di pedesaan dengan memanfaatkan potensi yang ada adalah kelembagaan
BUM Desa. BUM Desa merupakan Lembaga baru yang dalam perkembangannya masih
menemui sejumlah kendala, terutama berkaitan dengan pemahaman masyarakat tentang
kelembagaan BUM Desa. Hal ini membuat BUM Desa beserta unit usaha dan
program/kegiatan yang diselenggarakan belum mendapat cukup dukungan dari warga
desa, diacuhkan, dan keberadaannya menimbulkan perdebatan,

Upaya pengembangan BUM Desa sampai saat ini juga masih menghadapi kendala
lainnya seperti pemilihan unit usaha yang tidak tepat, pembentukan kepengurusan,
kelembagaan, pengelolaan, keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholders),
regulasi, dukungan desa, dan sebagainya.

Kendala tersebut menghambat cita-cita menjadikan BUM Desa sebagai penggerak
roda perekonomian di tingkat desa yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan
desa, memenuhi kebutuhan warga desa dengan harga murah, mendukung pengembangan
usaha warga dengan bantuan permodalan, pengadaan bahan baku, perbaikan proses
produksi dan pemasaran, mengurangi peran tenghkulak dan renienir, serta mengurang|
pengangguran dan kemiskinan. Cita-cita besar ini dapat diwujudkan dengan kerja keras
berbagai pihak secara Bersama-sama.

Salah satu upaya dalam pengembangan dan peningkatan pengelolaan BUM Desa akan
dilaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan BUM Desa. Selain itu juga akan
dilaksanakan pembinaan terhadap pengelola Lembaga Ekonomi lainnya di Desa.

DASAR HUKUM _

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro,

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

¢. PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

d Permendagri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa,

e. Permendes MNomor 3 Tahun 2021 tentang Pendafiaran, Pendataan dan
Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa
Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama,

{ Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Badan
Usaha Milik Desa;



I11.

VL.

9

VIIIL

MAKSUD DAN TUJUAN

.

b. M

Monitoring dan evaluasi kegiatan Badan Usaha Milik Desa,
smingkatnya tertib administrasi pengelolaan BUMDesa dan Lembaga Ekonomi
Masyarakat

ouT PUT/KELUARAN
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan

Pemerintah Desa dalam Meni ngkatkan Pendapatan Ashi Desa (40 Dokumen).

OUTCOME
Meningkatnya Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam

Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (60 Desa).

SASARAN
BUM Desa, Lembaga Fkonomi Masyarakat (UED-SP, UP2K PKK) di 20 Kecamatan,

LOKASI
BUM Desa dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (UED-SP, UP2K PKK) di

20 Kecamatan.

TIM/PANTTIA
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakal dan

Desa

TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

b.

Rapat Koordinasi dalam rangka Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Pengelola BUM
Desa dan Lembaga Ekonomi Masyarakat pada bulan Januari, Mei, September,

Monitoring dan evaluasi kegiatan BUM Desa dan Lembaga Ekonomi Masyarakat
Desa dilaksanakan pada minggu ke I dan ke IV bulan Februari sampai demgan

MNovember.

PIHAK YANG TERLIBAT

a.
. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan:

b
"%
d

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan;
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat.

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masvarakat dan

Pemenntah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Tahun 2026 berasal dari
Sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp.25.000,000,- dengan rincian

sebagai berikut:
Kode Rekening Uraian Jumlah
5 BELANJA DAERAH Rp. 25.000.000,00
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 25.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 25.000.000,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 11.222.500,00




5.1.02.01.001

Belanja Barang Pakai Habis

Rp. 11.222.500,00 |

3.1.02.01.001.00004

Belanja Bahan-Bahan Bakar dan
Pelumas

Rp. 3.000.000,00 1

5.1.02.01.001.00024

Belanja AlatBahan untuk f.egiatan
Kantor-Alat Tulis Kantor

Rp. 569.500,00

5.1.02.01.001.00025

Belanja Alat/Bahan untuk Kegia'i;'én
Kantor- Kertas dan Cover

Rp. 1.125.000,00 l

|
5102 Belﬂn_ja Alat/Bahan untuk Kegratan Rp. 528.000.00
=5 10010002 Kantor-Bahan Komputer SR, l
5.1.02.01.001.00052 Eﬁﬂjﬂ Makanan dan Minuman Rp. 6.000.000,00
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 13.777.500,00
5.1.02.04.001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rp. 13.777.500,00

Negeri

3.1.02.04.001.00001

Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Rp. 11.202.500,00

5.1.02.04.001.00003

Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Kota

Rp. 2.575.000,00

Jumlah :

Rp. 25.000.000,00
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KERANGKA ACUAN KERJA

TAHUN 2026
Perangkat Dacrah . Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Nama Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan Dan Pendayagunaan

Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
(Rt, Rw, Pkk, Posyandu, LPM, Dan Karang Taruna),
Lembaga Adat Desa/Kelurahan Dan Masyarakat Hukum

Adat

Pagu Kegiatan . Rp 20,000,000,

—- ==

LATAR BELAKANG

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam Undang-Undang
Momor 6 tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa fujuan pembangunan desa adalah
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta
penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan
sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan

sumber daya alam dan lingkungan sccara berkclanjutan.
Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Megeri Nomor 18 Tahun 2018, LKD memiliki peran penting dalam pembangunan
Desa sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Desa LKD
juga dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Desa sehingga
dapat memperkuat posisi masyarakat dalam proses pembangunan.

Salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kapasitas bagi pengurus LKD
adalah perlu dilaksanakannya Fasilitasi dan Pembinaan terhadap LKD.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
dengan dengan Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,



Iy,

Y.
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VIL

VIIL.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga

Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa,
6. Peraturan Bupati Temanggung MNomor 3l Tahun 2023 tentang Lembaga

Kemasyarakatan Desa.

MAKSUD DAN TUJUAN
a. Fasilitasi dan Pembinaan terhadap LKD (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan
Karang Taruna)
b. Fasilitasi dan Monitoring kegiatan Bantuan Keuangan Khusus kepada Dess dan
APBD Kabupaten dan APBD Provinsi
OUTPUT/KELUARAN
elembagaan

Jumlah Dokumen hasil penataan, pemberdayaan, dan pendayagunaan K
lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW. PKK, Posyandu, LPM, dan Karang

Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (9 Dokumen).

OUTCOME
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan

Masyarakat Hukum Adat (60 Desa).

SASARAN
60 Desa 20 Kecamatan

LOKASI
60 Desa 20 Kecamalan

TIM/PANITIA
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Deasa.

TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
4 Fasilitasi kegiatan Bantuan Kevangan Khusus kepada Desa dari APBD Kabupaten

dan APBD Provinsi Jawa Tengah bulan Januari s.d Desember 2026
b, Fasilitasi kegiatan LKD bulan Januari s.d Desember 2026

PIHAK YANG TERLIBAT
a BAPPEDA

b. BPPEAD

¢, Kecamatan

d Desa
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‘ 51.02

'. .5. l_.l.‘lit,m-
| 5.1.02.01,001

3 L02.01.000.00004

Uraian
BELANIA DAERAN
B l'_'.l.ﬁ. NJA OPERASI
Belanga Barang dan Jasa
Belanja Barang
Belanja Barang Pakai Hubis

Belanjo Buban-Bahan Bakar dan
Pelumas

5.1.02.01.001.00024

Belanja Alat/Bahan untuk F.q:gimun -
Kantor-Alat Tulis Kantor

5.1.02.01.001.00025

B-:hanj.ﬁ';{llﬁh“ Bahan untuk Kegintan
Kantor- Kertas dun Cover

5.1.02.01.001.00029

Eﬂunjm Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor-Bahan Kompuler

RINCIAN REN

AN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
i Mitasi Penataan, Pembarciyian, dan Pendavapgunann Kelembagonn LR
G “- <0 bemsal dari Sumber Duma DAL Kabupaten  Temanggung  sebesal
=U.400.000.- dengan vincian sebaga beribut

Hopre ZOLO0EL TR 1)
. 2000000000

F]:'itlunjn Makanan dan Minuman

Jue

[, 20 CHMD (K0, 000
. 1308 SO0, 00
Ry, 13,008, 500,00

Rp. 4.980.000,00
Rp. 746.500,00

Rp. 2.250.000,00

Rp. 1.180.000,00

Rp. 3.942.000,00

2
5.1.02.01.001.00052 | p ooy s
| 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 6.901.500,00
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam 6.901.500,00
I L ]
5,1.02.04.001 Negeri o ‘

5,.1.02.04.001.00001

Relanja Perjalanan Dinas Biasa

Rp. 4.999.000,00

5.1.02.04.001,00003

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Rp. 1.902.500,00

Jumlah :

Rp. 20.000.000,00

Hal — Hal Lain

BﬂJul

1 2025



PERANGKAT DAERAH

KERANGRA ACUAN KERJA
TAHUN 2026

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Desa dalam Pemanfaatan Teknolog

NAMA KEGIATAN . Fasilitasi Pemerintah
Tepat Guna
PAGU KEGIATAN - Rp 15.000.000-
R —— ———— — ——————
I.  LATAR BELAKANG
Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang sesuni dengan kebutuhan masyarakal, tidak
secara  mudah,

IL

2. Permendagri No 10

3. Pergub No 28 Tahun 201

merusak lingkungan, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan hidup, membantu
meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengembangan ekonomi lokal dengan
menyediakan solusi yang efektif dan efisien untuk berbagai masalah .

arakat dan industri lokal dengan
bantu meningkatkan produktivitas
gkatkan efisiensi.

Dalam rmangka meningkatkan daya saing masy
menyediakan teknologi yang efektif dan efisien, mem
dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan memnin
Teknologi Tepat Guna dapat membantu mengembangkan ckonomi lokal dengan

Jola sumber daya alam dan sumber

meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menge
daya manusia. Untuk meningkatkan usaha ekonomi, mengembangkan kewirausahaan,

memberikan manfaat secara berkelanjutan memerlukan pemberdayaan melalu
Teknologi Tepat Guna Salah satu upaya dalam rangka Pengembangan

pengelolaan :
Giuna akan dilaksanakan Fasilitasi terhadap Pemerintah Desa dalam

Teknologi Tepat
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna,

Dasar Hukum
I. Inpress No 3 Tahun 2001 tentang Penerapan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
Tahun 2010 tentang Pemberdaysan Masyarakat Melalu

Pengelolaan Teknologi Tepat Guna,
3 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan

Teknologi Tepat Guna di Provinsi Jawa Tengah;
Permendesa No. 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologt

Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa,

MAKSUD DAN TUJUAN
a Memfasilitasi penguatan kelembagaan pelayanan teknolog tepat guna;

b. Melaksanakan pendataan pemanfaatan teknologi tepat guna,
¢ Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Fasilitasi Teknologi Tepat Guna.

OUTPUT/KELUARAN
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologt Tepat

Ciuna (20 Laporan).




V.

VL

YIL

VIIL.

XL

ﬂ”'l'f.'ﬂﬂr"",
Meningkatnya  Pemberdayaan Lembags Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan
Masyarakat Hukum Adat (60 Desa)

SASARAN
60 Desa di 20 Kecamatan

LOKASI
60 Desa di 20 Kecamatan

TIM/PANITIA
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Dinas Pemberdayvaan Masyarakat dan

Desa.

TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
a. Fasilitasi Kegiatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna bulan Maret dan Juli
b. Pelatihan Pengelolaan Sampah bulan September 2026

2026

PIHAK YANG TERLIBAT
a. DPRKPLH
b. Desa

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat

Guna Kabupaten Temanggung Tahun 2026 bherasal dari Sumber Dana DAL Kabupaten
Temanggung sebesar Rp. 15.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening Uraian Jumlah .
5 BELANJA DAERAH Rp. 15.000,000,00
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 15.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 15.000.000,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 5.670,000,00
5.1.02.01.001 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 5.670.000,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan
5.1.02.01.001.00004 | 5 Rp. 40.000,00
Belanja Alat’Bahan untuk Kegiatan 0
5.1.02.01.001.00024 Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 744.000,0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
5.1.02.01.001.00025 Rantr. Kertun das Cover Rp. 314.000,00
Belanja Alat'Bahan untuk Kegiatan
|_5- 1.02.01.001.00029 K antor-Bahun Kompiker Rp. 132.000,00




XIL

3.1.02.01.001.00052

——

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

5.1.02.02

|
Rp. 4.030.000,00

Belanja Jasa

Rp. 8.000.000,00

5.1.02.02.001

Belanja Jasa Kantor

Rp- 4.000.000,00 |

3.1.02.02.001.00003

Honorarium Narasumber atau
Pembahas, Moderator, Pembawa
Acara, dan Panitia

Rp. 4000 000,00

5.1.02.02.012

Belanja Ku rsus/Pelatihan,
Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta
Pendidikan dan Pelatihan

Rp. 4.000.000,00

3.1.02.02.012.00001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp. 4.000.000,00
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 1.330.000,00
5.1,02.04.001 :t::; jiﬂ Perjalanan Dinas Dalam Rp. 1.330.000,00
5.1.02.04.001.00003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 1.330.000,00
F Jumlah : Rp. 15.000.000,00

Hal — Hal Lain




KERANGKA ACUAN KERJA

TAHUN 2026
PERANGKA
e EEGlLf_J:HEHAH . mu{us PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan
ﬁ::'akan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahieraan
uarga.
PAGLU KEGIATAN . Rp. 1[;%.000.01]0,-

.  LATAR BELAKANG
Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mempunyai peran
sebagai mitra strategis pemerintah dalam ranah pembangunan. Gerakan PKK
memiliki keistimewaan utama dapat menjangkau akar rumput dari tingkatan yang
paling dasar, yaitu keluarga. Gerakan PKK tumbuh dari, gleh, dan untuk masyarakat
dengan jejaring yang luas dan terstruktuf mulai dari tingkat RT/RW hingga pusat. Hal
ini menunjukkan bahwa Gerakan PKK sangat potensial sebagai salah satu pilar
penting dalam pelaksanaan program-program pemerintah demi terwujudnya
keluarga di Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia dan berbudi \uhur, sehat, sejahtera, maju
dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan. Oleh karena itu, periu
dilakukannya Fasilitasi Tim penggerak PKK demi terwujudnya Gerakan PKK yang

kompeten dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan

Kesejahteraan Keluarga.
Dunia terus berkemband, bergerak, dan mengalami

menjadi beragam dan kompleks. Gerakan PKK pastinya
hambatan seiring dengan perkembangan kehidupan di masa kini dan nanti, Jika
kondisi ini terus diabaikan, Gerakan PKK akan sulit untuk mencapai tujuannya.
Berkaca dari hal tersebut, kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK menjadi sangat
krusial untuk dilakukan. Sebelum terjun dan bergerak di lapangan, Tim Penggerak
PKK haruslah dibekall dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang
cukup sera sesyal dengan zaman yang dihadapi. Harapannya, Gerakan PKK dapat
menyusun rencana partisipatif yang komprehensif, melaksanakan program yang
tepat guna dan tepat sasaran, serta mengelola garakan dengan pml&ﬂinnﬂl.

pPemerintah Kabupaten Temang Dinas pemberdayaan
ntiasa berkomitmen anakan pembangunarn

perubahan, tantangan pun
akan menemui berbagai

gung melalui

Masyarakat dan Desa sena

dalam ranah gumber daya manusia. Hal
berfokus pada ranah yang sama. Kegiatan Fasilitasi Tim Paenggera



1.

bentuk dukungan nyata dan penuh dari Pemerintah kepada Gerakan PKK. Melalui
kegiatan fasilitasi ini diharapkan terbentuk suatu simpul kolaborasi yang sinergis
antara Pemerintah dengan Tim Penggerak PKK, sehingga program-program
Pemberdayaan masyarakat dapat berjalan optimal dan menghasilkan dampak baik

yang nyata dirasakan oleh masyarakat.

DASAR KEGIATAN:

1.

Undang-Undang Nomar 8 Tahun 2014 tentang Desa yang terakhir kali diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang

terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terakhir kali diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Momor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Uindang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga

Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nemor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa: dan

Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 51 Tahun 2023 tentang

Lembaga Kemasyarakatan Desa.



Iv.

VIL.

Vil

MAKSUD TUJUAN .
1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan koordinasi dengan

Pemerintah Daerah dan jajarannya selaku Dewan pembina TP. PKK di semua
jenjang kewilayahan;

Z. meningkatkan kepedulian dan peran
pembangunan berdasarkan semangat

kegotongoroyongan; serta
3. meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang

mempunyai kepedulian dan keseriusan dalam memajukan wilayahnya sesual
dengan potensi yang dimiliki serta permasalahan yang dihadapi.

serta masyarakal dalam pelaksanaan

kebersamaan, kekeluargaan, dan

ouTPUT
1. Terlaksananya Pencanangan Hari Kesatuan Gerak PKK.
2. Terlaksananya Fasilitasi kegiatan TP. PKK Kabupaten Temanggung.

OUTCOME
1. Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Kegiatan Kesatuan Gerak PRK.

2. Tercapainya Tertib Administrasi TP. PKK di tiap jenjang.
3. Tercapainya Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi, Bersih dan Ramah

Lingkungan didukung Peran Serta Masyarakat,
4. Tersedianya Data Sebagai Acuan Pengambilan Kebijakan.

SASARAN
1. TP. PKK Kabupaten Temanggung;
2. TP. PKK Kecamatan; dan

3. TP. PKK Desa/Kelurahan.

LOKASI
289 DesalKelurahan di 20 Kecamatan.

TIM/PANITIA
Sekretariat TP PKK Kabupaten Temanggung



'X. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
1. Fasiiitasi Kegiatan TP. PKK bulan Januari s.d. Desember 2026.

2. Rapat Pleno Januari s.d. Desember 2026.
3. Rapat Koordinasi dengan seluruh Ketua TP PKK Kecamatan dan TP PKK

Desa/Kelurahan 2028.
4. Kegiatan Monitoring Kegiatan PKK di tingkat kecamatan;
3. Desk Laporan Tahunan bulan November 2026.
6. Ewvaluasi kegiatan bulan Desember 2028,

X.  PIHAK YANG TERLIBAT

TP PKK Pravinsi Jawa Tengah:

Bappeda:

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

Dinas Sosial;

8. Dinas Kesehatan:

8. Dinkopdag dan UKM:;

10. Dinas Komunikasi dan Informatika;
11.DPPKBPFPPA:

12.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
13. Duta Genre;

14. Duia Wisata;

15.TP. PKK Kecamatan: dan

16. TP. PKK Desa/Kelurahan.



XI.

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan inl berasal dari APBD (DAU) Kabupaten Temanggung sebesar
Rp.100.000.000,- (Seratus juta ruplah), dengan rincian sabagal berikut:

g
NO | REKENING URAIAN JUMLAH
1 |01.01.0004 | Belanja bahan bakar dan pelumas 7.850.000
2 |01.01.0010 | Belanja Bahan- Isi Tabung Gas 210.000
3 |01.01.0012 | Belanja Bahan-bahan Lainnya 672.000
4 101.01.0024 | Belanja alat/bahan u keg kantor ATK 4.859.000
5 |01.01.0025 | Belanja alat/bahan u keg kantor kertas cover 1.683.000
6 |01.01.0027 | Belanja alat kantor benda pos 500.000
7 |01.01.0028 | Belanja alatbahan kantor bahan komputer 1.044.000
8 | 01.01.0035 Ep?;skr;g alat/bahan u keg kantor suvenir 1.800.000
9 |01.01.0052 | Belanja makanan dan minuman rapat 21.000.000
10 | 02.01.0003 | Honorarium narsum/pembawa acara 2.000.000
| 11 |0201.0011 o ok o ek 10.000.000
12 | 02.01.0029 | Belanja jasa tenaga ahli 1.425.000
13 | 02.01.0030 | Belanja Jasa tenaga kebersihan 1.785.000
14 | 02.01.0031 | Belanja jasa tenaga keamanan 1.785.000
15 | 02.01.0037 | Belanja jasa juri perlombaan/pertandingan 800.000
16 |02.01.0038 | Belanja jasa tata rias 1.000.000
17 |02.01.0055 | Belanja jasa iklan/reklame (video) 3.000.000
18 | 02.04.0117 | Belanja sewa alat kantor lainnya 9.450.000
19 102.04.0118 | Belanja sewa mebel (sewa meja kursi) 2.550.000
20 |02.05.0036 |Belanja sewa taman 1.500.000




21 |03.02.0405 |Belanja pemeliharaan komputer ~ 2.406.000
22 | 04.01.0001 | Belanja perjalanan dinas biasa 11.396.000
23 | 04.01.0003 | Belanja perjalanan dinas dalam kota 9.625.000
24 |05.02.0001 |Belanja Sewa Hiburan 1.500.000
JUMLAH 100.000.000 _

Pembina Uts

Nip. 1966064

! ah.s Sos, M.Si Rﬁ-
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KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN 2026

PERANGEKAT DAERAH | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NAMA KEGIATAN . Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam KabupatenKota
PAGU KEGIATAN o Rp 10.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Kerjasama Desa di bidang Pemerintahan Desa, Desa dapat melaksanakan
Kerjasama Desa. Kerjasama Desa merupakan kebutuhan  untuk meningkatkan
kesejahteraan Masyarakat desa serta mencegah ketimpangan antar Desa. Kerjasama ini
bertujuan untuk memanfaatkan potensi desa secara optimal, meningkatkan efisiensi dan
efeklivitas pengelolaan sumber daya, serta memecahkan masalah secara kolektif, selain
itu Kerjasama desa juga menjadi wadah untuk koordinasi, kolaborasi, dan pertukaran
informasi antar desa, serla mendorong inovasi dan pengembangan Bersama.

Eerjasama Antar Desa ini dibarapkan dapat menignkatkan kerjasama antar desa-desa
dalam bidang ekonomi, social, dan lingkungan, meningkatkan kapasitas desa-desa dalam
mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia, meningkatkan kualitas hidup
Masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dan ekahlian yang ada di Desa lain.

ﬁ

Untuk meningkatkan usaha ekonomi, mengembangkan kewirausahaan, meningkatkan
kualtias hidup masyarakat dengan memanfaatkan smber daya dan keahliaan yang ada di
Diesa lain serta memberikan manfaat secara berkelanjutan memerhukan pem

melalui kerjasama antar desa dalam Kabupaten/Kota maupun dengan pihak ketiga.
II. DASAR HUKUM

a. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
dengan dengan Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:

b. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Kerjasama Desa di bidang Pemerintahan Desa.

ddn

M. MAKSUD DANTUJUAN

a.  Memifasilitasi pembentukan BUMDesa Bersama LED
b, Memfasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten

IV. OUTPUT/KELUARAN
Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten®ota (11 Dokumen).

V. OUTCOME
Meningkatnya Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (11 Desa),

¥I. SASARAN
18 BEAD di 18 Kecamatan

VIl.  LOKASI
I8 BEAD di 18 Kecamatan

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

VIIL

XL

TIM/PANITIA

Bidang Pemberdayaan Masyarakal dan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
o Fasilitasi Kegiatan Kerjasama antar desa pada bulan Maret dan Juni 2026
b. Pendataan desa vang melakukan kerjasama pada bulan Maret 5.d Desember 2026

PIHAK YANG TERLIBAT

a. Pemerintah Desa
b. Masyarakat

c. Swasta‘pihak ketiga

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam KabupatenKota Tahun 2026
berasal dari Sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 10.000.000,-
dengan rincian sebagai benkul:

Kode Rekening Uraian Jumlah
5 BELANJA DAERAH Rp. 10.000.000,00
=N | BELANJA OPERASI Rp. 10,000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 10.000.000,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 4.030.000,00
5.1.02.01.001 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 4.030.000,00
5.1.02.01.001,00004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 600.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 6.00
51.02.01.001.00024 | o = Alat Tulis Kantor Rp. 146.000,
Belanja Alat/Bahan untuk Kegatan Ro. 300.000.00
5,1.02.01.001.00025 | (- o oriac dan Cover p. 300,000,
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 264.000.00
5.1.02.01.001.00029 Kantor-Bahan Komputer Rp. 264000,
5.1.02.01.001.00052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 2.720.000,00
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 5.970.000,00
5.1.02.04.001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 5,970,000,00
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8 1,02 0400100001

Belanjn Perjalnnan Dinas Hiasn Kp. 2.370.000,00 \

§1.02.04.001.00003 | Belanjn Perjulanan Dinas Dalam Kota Rp. 3.600 000,00

1l = Mal Lain

Jumlah ; - Hp. 10,0040, 000D ()
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